SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Menimbang :

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi
besar dalam pembangunan perekonomian Daerah untuk
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
dan pembangunan perkebunan merupakan salah satu
prioritas kebijakan dan program pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur di bidang pembangunan
ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal;

bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Gubernur
perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa
Sawit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-
2024,

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 1945;

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3};

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa  kali terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573j;



7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI

DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022- 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut PD adalah unsur
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dalam penyelenggaraan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi.

Dinas Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perkebunan.



10.

11.

Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis,
dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah
rencana aksi.

Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang
melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala
tertentu.

Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber
daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin,
budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit.

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah
pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan
dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disebut
Sertifikasi ISPO adalah Rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian
terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan
tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit
telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang
selanjutnya disebut RAD KSB, dokumen pembangunan daerah yang
disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam
mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Gubernur ini:

a.

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, Mitra Pembangunan,
Swasta, Masyarakat, Pekebun, dan PBS untuk melaksanakan kolaborasi
pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; dan

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada
masing-masing institusi dan swasta untuk melakukan sinkronisasi
program dalam mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan.

Pasal 3

RAD-KSB Kalimantan Timur berazaskan:

a.

Kedaulatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang
memiliki hak untuk mengembangkan dirinya;

Kemandirian yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan
secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya
negeri;

Kebermanfaatan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,



Keberlanjutan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber
daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
memperhatikan fungsi sosial budaya;

Keterpaduan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan
memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan,
pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran
Hasil Perkebunan;

Kebersamaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan
secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling
ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan;

Keterbukaan yaitu penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan
informasi yang dapat diaskes oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan
masyarakat;

Efisiensi berkeadilan yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus
dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat
sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta
kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara
sesuai dengan kemampuannya,;

Kearifan lokal yaitu penyelenggaraan Perkebunan harus
mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta
nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
setempat; dan

Kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan Perkebunan
harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang
tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis,
mekanis, geologis, maupun kimiawi.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH-
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 4

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
difokuskan kepada:

a.

penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu peningkatan
produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua
dan rusak;

pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan
peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan

pemantapan, yaitu penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil
dan pengembangan industri turunan dan olahan.



Pasal 5

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan meliputi:

a.

b.

mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan;

menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

menerapkan prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun
masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam,;
meningkatkan produktivitas dan pendapatan Pekebun dengan
memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

memberikan kepastian hukum dan kebijakan Daerah yang memberi
jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan,;

meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri
yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan
usaha lainnya;

membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar
dan investasi bagi Pekebun,;

menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan

membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk
pembangunan Daerah secara optimal.

BAB III
INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH-
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima)
Komponen :

a.

® oo o

penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur,
peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan

dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Suistainable Plam Oil/ISPO) dan
meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.



Bagian Kesatu
Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur

Pasal 7

Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diarahkan untuk :

a.

mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan
diperbaharui secara berkala di Daerah dengan melibatkan PD yang
membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang
dinilai berkompeten,

memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik
tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan
lahan perkebunan;

menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan
industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar PD terkait
dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan; dan

meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri
kelapa sawit berkelanjutan di Daerah melalui kolaborasi pemerintah dan
swasta.

Bagian Kedua
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun

Pasal 8

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b diarahkan untuk :

a.

meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang
baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka
peningkatan produksi;

meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun
penggunaannya melalui pendampingan PD kepada Pekebun;

mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun
melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan
kelembagaan Pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses
perbankan, input produksi dan pemasaran; dan

meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/ pendamping kelapa
sawit melalui program penyuluhan pertanian di Daerah.




Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 9

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf ¢ diarahkan untuk:

a.

meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting
khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan,;

mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar
melalui koordinasi dan konsolidasi antar PD antara lain PD yang
membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
aparat keamanan Daerah;

mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan
mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan
pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka
hutan; dan

mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk
kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan
emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Bagian Keempat
Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa

Pasal 10

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d diarahkan untuk :

a.

mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi
pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan bagi masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari
pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta,

melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di
kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma,
ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;

memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan
Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun
di ekosistem gambut melalui koordinasi antar PD; dan

melaksanakan review regulasi Daerah terkait penyelenggaraan
ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.



Bagian Kelima

Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Suistainable Plam Oil/ISPO)} dan
meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit

Pasal 11

Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Suistainable Plam Oil/ISPO) dan
meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e diarahkan untuk :

a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan
di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi;

b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk Pekebun melalui
pembinaan kepada Pekebun maupun pengembangan model kemitraan
pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan
pihak lain; dan

c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi Perkebunan
Kelapa Sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor
unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN, PELAKSANA DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI
DAERAH-PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan RAD-KSB meliputi :
a. koordinasi implementasi RAD-KSB,;

b. pembiayaan; dan

c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Penyelenggaraan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1) Pelaksana RAD-KSB dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah yang susunan
keanggotaannya terdiri atas:
a. pengarah

b. penanggung jawab
c. ketua;
d. sekretaris;




(1)

(1)

(2)
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e. ketua kelompok kerja; dan
f. anggota kelompok kerja.

Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Dokumen RAD-KSB Kalimantan Timur disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan
BAB 111 : Penyelenggaraan Rencana Aksi
BAB IV : Penutup

Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan
Gubernur ini.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Gubernur membina dan mengarahkan pelaksanaan RAD-KSB
Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD-KSB.

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing OPD
melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada Tim
Pelaksana Daerah.

Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh
Gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional
Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:
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a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEB@LA BIRO HUKUM,

/

- ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022-2024

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BERKELANJUTAN TAHUN 2022-2024

Daftar Singkatan dan Akronim

APBD
APBN
CPO

Disbun

INPRES
ISPO
Kemendagri

Kemenko

Perekonomian

Kemen LHK

Kemenlu
Kemen PPPA

Kementan
Kepbup
OPD

PDB
Perbup
Pergub

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

Crude Palm Oil

Dinas Perkebunan atau yang membidangi
perkebunan di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota

Instruksi Presiden

Indonesian Sustainable Palm Oil

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan
Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
Kementerian Pertanian
Keputusan Bupati
Organisasi Perangkat Daerah
Produk Domestik Bruto
Peraturan Bupati

Peraturan Gubernur



Permentan
Perwali
Renstra K/L
Renstra OPD
RKP

RKPD
RPJMD

RPJMN

RPJPD

RPJPN

Daftar Istilah

ISPO

Gender

Multipihak

Peraturan Menteri Pertanian
Peraturan Wali Kota

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional

Indonesian Sustainable Palm Oil, sistem
sertifikasi wajib bagi pelaku kelapa sawit

berkelanjutan di Indonesia.

Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan) yang melakukan
pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab,
dan pembagian kerja antara laki-laki dan
perempuan berdasarkan cara pandang norma,
adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan

masyarakat.

Meliputi pemerintah sesuai jenjang,
instansi/badan/satuan unit kerja vertikal
pusat/horizontal, pelaku wusaha perkebunan,
organisasi atau lembaga nirlaba yang bekerja di
sektor perkebunan dan lingkungan hidup,
masyarakat hukum adat, dan masyarakat

sekitar.
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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kalimantan Timur saat ini menjalankan kebijakan transformasi
ekonomi untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Provinsi
Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan dan penggalian,
dengan cara meningkatkan sektor industri pengolahan komoditas
unggulan. Sektor perkebunan berperan dalam menghasilkan
komoditas perkebunan serta pengembangan wilayah, pengembangan
ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan,
perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan penurunan emisi gas
rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau
(Pemerintah Kalimantan Timur, 2019). Sejalan dengan perencanaan
jangka menengah daerah tersebut, Pemerintah Kalimantan Timur
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dengan inti pengembangan
perkebunan yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspek,
ekonomi, sosial budaya dan ekologi dan dengan perencanaan yang
menyerasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar
terselenggaranya perkebunan berkelanjutan.

Subsektor perkebunan menempati posisi yang strategis dan
dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur, terutama untuk
kelompok sektor non migas. Posisi tersebut tidak hanya dilihat dari
peranannya dalam perolehan devisa dari volume ekspornya,
melainkan juga dari sisi penyerapan tenaga kerja, efek pengganda
kegiatan ekonomi. Selain itu, pendapatan keluarga petani sub sektor
perkebunan juga relatif lebih baik dibandingkan dibandingkan
pertanian lainnya dalam arti luas.

Pada tahun 2019 Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan
memberkontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar

7,92%. Jika dilihat berdasarkan subkategori lapangan usaha
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pembentuk Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan, maka
terlihat Lapangan wusaha tanaman perkebunan merupakan
penyumbang terbesar yaitu sebesar 54,78% dari seluruh nilai tambah
Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Disusul oleh Lapangan
usaha Perikanan yang memiliki andil sebesar 19,38%. Sedangkan
Lapangan usaha Kehutanan dan penebangan kayu berperan sebesar
14.14% terhadap pembentukan PDRB Kategori Pertanian Kehutanan
dan Perikanan.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki
peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia sebagai salah
satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia,
memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektar
(Keputusan Menteri Pertanian Nomor
833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa
sawit memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,5%
dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko
Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak
terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO
maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan
oleochemical. Namun demikian, keberlanjutan industri kelapa sawit

nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana
meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menyinergikan
prinsip SP (People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership). Oleh
karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan
kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan

dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang selanjutnya

disebut RAN KSB, menjadi momentum penting bagi semua pihak
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untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan
para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara
berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi
pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan
kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi
lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan
peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan

kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala
Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota agar melaksanakan RAN KSB
2019-2024 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Di
tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan
Bupati/Walikota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan
menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk
Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi

dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun
2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit
berkelanjutan diinternalisasikan ke dalam program kegiatan rencana
pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 provinsi
menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.1 Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Perpres RPJMN
Tahun 2020 - 2024

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Proyek Prioritas

Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas Indikator Strat.egls
(PROP)/Proyek (ma}]or
project)

PP: Peningkatan nilai tambah, | Pertumbuhan PDB
lapangan kerja, dan investasi | pertanian (Persen)
di sektor riil dan industrialisasi
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KP: Peningkatan Industri| Peningkatanproduksi
Pengolahan berbasis pertanian,| kelapa sawit (Persen)
kemaritiman, dan non- agro yang
terintegrasi hulu-hilir
ProP: Pengembangan Industri
berbasis perkebunan
Akselerasi, Replanting dan Pertumbuhan volume | Pembangunan
Penerapan GAP Sawit Rakyat ekspor untuk Energi
produk perkebunan | Terbarukan
Penanganan Gangguan dan| Penanganan Green Fuel
Konflik Usaha Perkebunan Gangguan dan Berbasis Kelapa
Konflik Usaha Sawit
Perkebunan
(Kasus)
Koordinasi penyusunan dan| Jumlah daerah
penerapan rencana aksi daerah| yang menyusun
kelapa sawit berkelanjutan rencana dan
menerapkan
rencana aksi daerah
kelapa sawit
berkelanjutan
(daerah)
Nursery Nursery (unit)

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti di
tingkat daerah kedalam perumusan rencana kebijakan dan program
pembangunan daerah lima tahun sebagai satu kesatuan yang
terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Gambaran umum integrasi kebijakan pembangunan perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan di
tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam

Gambar 1.
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Gambar 1. Integrasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Dokumen
Perencanaan Pembangunan

Kesadaran publik akan keberlanjutan menuntut pengelolaan dan
pengembangan perkebunan yang lebih lestari dan berkelanjutan,
selain merupakan mandat daerah. Untuk mendukung pembangunan
perkebunan tersebut perlu disusun sebuah Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kalimantan Timur.

Kebijakan RAN KSB tersebut selanjutnya ditindaklanjuti kedalam
perumusan rencana kebijakan dan program pembangunan daerah
lima tahun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen

perencanaan pembangunan nasional.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Penyusunan RAD-KSB Kalimantan Timur memiliki Maksud:

1. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait
kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan
komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit

berkelanjutan.



